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RINGKASAN

TERBITNYA SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI PERAIRAN
(STUDI KASUS DESA KOHOD)

Oleh:
Muhammad Amin Rifai!, Yulia Qamariyanti?
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 125 Halaman

Di Desa Kohod, dari garis pantainya sampai wilayah perairan laut, telah memiliki
Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang,
menyebutkan area yang telah memiliki SHGB di Desa Kohod luasnya 300 hektare.
HGB sendiri merupakan hak atas tanah seperti pada Pasal 16 ayat (1) UUPA.
Konsep hak atas tanah di atas perairan laut sebenarnya merupakan hal yang lumrah.
Pemerintah bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) membagikan 525 SHGB kepada masyarakat suku Bajo yang
bermukim di atas perairan. Penerbitan SHGB di perairan pada Desa Kohod
sebenarnya boleh saja secara hukum, namun karena penerbitannya cacat
administrasi, maka SHGB di perairan Desa Kohod dicabut BPN. Pembatalan
penerbitan SHGB oleh Menteri ATR/BPN mengakibatkan tanahnya kembali ke
pemilik semula. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 47 PP No. 18 Tahun
2021. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa
pertanahan atas pembatalan SHGB yaitu gugatan melalui PTUN dan PN. Dilihat
dari prosedurnya, penyelesaian sengketa pertanahan oleh badan pertanahan lebih
praktis dibandingkan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. Tidak dapat
dipungkiri bahwa secara objektif dan manusiawi, masyarakat atau pencari keadilan
akan menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada badan yang lebih
menguntungkan baginya. Diserahkan penyelesaiannya kepada badan peradilan atau
kepada badan eksekutif tersebut masing-masing mempunyai akibat hukum yang
berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dapat atau tidaknya SHGB diterbitkan
di perairan dan untuk menganalisis akibat hukum dari penyelesaian sengketa terkait
dengan SHGB yang diterbitkan di perairan oleh Kementerian ATR/BPN dan
pemegang HGB. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan
pemikiran kepada masyarakat dan Kementerian ATR/BPN yang sedang dalam
sengketa agraria.

! NIM: 2420216310015
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yaitu
penelitian doktrinal. Sifat penelitiannya preskriptif. Pendekatan yang dilakukan
pada penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu: pendekatan perundang-
undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum
menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data
dengan logika deduktif (umum ke khusus).

Hasil penelitian adalah, pertama SHGB dapat diberikan di perairan tetapi dengan
syarat SHGB tersebut diberikan kepada masyarakat yang sudah mendirikan
bangunan yang menunjang kehidupan masyarakat di sekitar perairan dan bukan dari
domisili luar perairan. Terdapat frasa “yang tertutup air” pada pengertian tanah di
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, sehingga HGB yang
merupakan hak atas tanah dapat dilekatkan pada tanah yang tertutup air. Kedua,
mendapatkan bahwa akibat hukum dari penyelesaian sengketa oleh Kementerian
ATR/BPN, yaitu dapat diajukan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan haknya
atas keputusan tersebut. Akibat hukum dari penyelesaian sengketa terkait dengan
pembatalan SHGB di perairan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
tergantung pada putusan PTUN. Apabila putusan PTUN menyatakan gugatan
terhadap keputusan tentang pembatalan SHGB yang diterbitkan di perairan bahwa
gugatan ditolak, tidak diterima, atau gugatan gugur, maka SHGB yang diterbitkan
di perairan menjadi kembali ke pemilik semula yaitu negara. Apabila putusan
PTUN menyatakan gugatan pembatalan terhadap keputusan tentang SHGB yang
diterbitkan di perairan bahwa gugatan dikabulkan dan menyatakan batal keputusan
tentang pembatalan SHGB. Maka status SHGB kembali kepada pemilik SHGB
sebelumnya. Selain melalui gugatan pada PTUN, pihak pemegang HGB yang
dibatalkan oleh Kementerian ATR/BPN dapat menggugat Menteri ATR/BPN
dengan dasar gugatan PMH melalui Pengadilan Negeri (PN). Akibat hukum dari
penyelesaian sengketa melalui PN terkait dengan SHGB di perairan yang
dibatalkan Menteri ATR/BPN tergantung putusan PN. Apabila putusan PN
menyatakan gugatan PMH mengenai pembatalan SHGB yang diterbitkan di
perairan ditolak, tidak diterima, atau gugatan gugur, maka gugatan ganti ruginya
tidak diterima. Apabila putusan PN menyatakan gugatan PMH mengenai
pembatalan SHGB yang diterbitkan di perairan dikabulkan. Maka Menteri
ATR/BPN harus membayar ganti rugi kepada pihak pemegang HGB di perairan
yang dibatalkan.
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TERBITNYA SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI PERAIRAN
(STUDI KASUS DESA KOHOD)

Oleh:
Muhammad Amin Rifai!, Yulia Qamariyanti?
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 125 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Sertipikat Hak Guna Bangunan, Perairan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dapat atau tidaknya SHGB diterbitkan
di perairan dan untuk menganalisis akibat hukum dari penyelesaian sengketa terkait
dengan SHGB yang diterbitkan di perairan oleh Kementerian ATR/BPN dan
pemegang HGB. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan
pemikiran kepada masyarakat dan Kementerian ATR/BPN yang sedang dalam
sengketa agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif.

Hasil penelitian adalah, pertama SHGB dapat diberikan di perairan tetapi dengan
syarat SHGB tersebut diberikan kepada masyarakat yang sudah mendirikan
bangunan di sekitar perairan. Kedua, akibat hukum dari penyelesaian sengketa oleh
Kementerian ATR/BPN, yaitu dapat diajukan gugatan oleh pihak yang merasa
dirugikan haknya atas keputusan tersebut. Akibat hukum dari penyelesaian
sengketa terkait dengan pembatalan SHGB di perairan melalui PTUN tergantung
pada putusan PTUN. Apabila putusan PTUN menyatakan gugatan keputusan
tentang pembatalan SHGB dikabulkan. Maka status SHGB kembali kepada pemilik
SHGB sebelumnya. Pihak pemegang HGB yang dibatalkan oleh Kementerian
ATR/BPN dapat juga menggugat Menteri ATR/BPN dengan dasar gugatan PMH.
Akibat hukum dari penyelesaian sengketa melalui PN terkait dengan SHGB di
perairan yang dibatalkan Menteri ATR/BPN tergantung putusan PN. Apabila
putusan PN menyatakan gugatan PMH dikabulkan. Maka pihak Menteri ATR/BPN
harus membayar ganti rugi kepada pihak pemegang HGB di perairan yang
dibatalkan.
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ISSUANCE OF CERTIFICATE OF RIGHT TO BUILD AT WATER AREAS
(STUDY ON KOHOD VILLAGE)

By:
Muhammad Amin Rifai!, Yulia Qamariyanti?
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 125 pages

ABSTRACT
Keywords: Certificate of Right to Build, Water Areas

This research is aimed at analyzing whether Certificate of Right to Build (SHGB) can
be issued or not for water areas and analyzing the legal consequence of dispute resolution
related to Certificate of Right to Build issued for water areas by Ministry of Agrarian
and Spatial Affairs/ National Land Agency and legal consequence to the Certificate
holders. The results of this research are expected to provide contribution of thoughts to
the society and the Ministry of Agrarian and Spatial Affairs/ National Land Agency to
cope with agrarian disputes. The method of this research is normative legal one. The
results of the research are as follows, firstly, Certificate of Right to Build can be provided
for water areas but the condition that the said Certificate of Right to Build is provided
to the society members who have built buildings around the said water areas. Secondly,
the legal consequence of dispute resolution related to Certificate of Right to Build issued
for water areas by Ministry of Agrarian and Spatial Affairs/ National Land Agency, is
that such case can be sued to the court by the party who feels that his right has been
harmed by the decision of the institution. The legal consequence of of dispute resolution
related to revocation of Certificate of Right to Build at water areas through
Administrative Court depends on the judgment of the said Court. If the verdict of the
Administrative Court is to declare that the lawsuit against the decision on revocation of
Certificate of Right to Build is granted, then the status of Certificate of Right to Build
is recovered back to the owner of the Certificate. The party as holder of Certificate of
Right to Build which has been revoked by Ministry of Agrarian and Spatial Affairs/
National Land Agency can also sue the said Ministry/ Agency with the legal ground of
tort. The legal consequence of dispute resolution through District Court related to
Certificate of Right to Build for water areas which has revoked by the Ministry of
Agrarian and Spatial Affairs/ National Land Agency depends on the judgment of the
District Court. In the event that the District Court rules that the lawsuit of tort is granted,
then the Ministry of Agrarian and Spatial Affairs/ National Land Agency must pay
compensation to the holder of Certificate of Right to Build at water areas whose
certificate has been revoked.
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